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ABSTRACT

There are some public figures considered to have authority and rehable to act as mediators. In
irban community, Lurah is ome of the public figures that is always reliable to act as a
mediator in dispute resolution out of court. The finding of study conducied in Binjai showed
‘hat Lurah was onc of the public figures considercd (o have authority whereas village-head
and village-elders were public figures considered to be rehiable by the community to act as
~ediators and even they were considered to have capability in resoluting any dispute through
+ mechanism of alternative dispuic resolution. The dispules required by the community to be
~esoluted by Lurah included personal and criminal cases. The strategy that Lurah used to
resolute any disputc was very variative, Some Lurah used caucusing approach to oplimize
‘he mediation, and others tend to avoid the caucasing approach because ol it wag ambiguous
nd inefficicnt. Majority of the cases could be resoluted by Lurah 1n concensus among those
narties to dispute. The challenges facing Lurah in mediating the community’s dispute cases
senerally included the absence of statutory rules delegating an authority to the Lurah as a
mediator, the lack of understanding of Lurah on muodern mediating approaches and  the
isence of budget to resolute any dispute, It is immediately required to arrange a training for
Lurah regarding modern mediating approaches.
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PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo mengatakan
bahwa, sengketa bukanlah suatu
hal yang harus ditakuti, walaupun
penghindaran terhadap perbuatan
yang dapat menimbulkan sengketa
adalah hal yang terbaik. Konflik
adalah fungsional bagi berdirinya
masyarakat. Karena im ia menga-
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takan filsafat vang dipegang ada-
lah menyalurkan konflik sedemi-
kian rupa sehingga menjadi pro-
duktif buat masyarakat (Satjipto
Rahardjo, 1999: tanpa nomor ha-
laman). Untuk menyalurkan seng-
keta menjadi produktif bagi ma-
syarakat diperlukan suatu pema-
haman yang mendalam mengenai
sengketa, bentuk-bentuknya, serta
faktor-faklor pcnyebab terjadinya
sengketa, juga tidak kalah pen-
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tingnya adalah strategi yang tepat
untuk menyelesaikannya,

Adam Smith pernah menga-
takan bahwa hanya kedamaian,
ringannya pajak, dan pelaksanaan
peradilan  vang dapat diterima,
yallg diperlukan untuk mengang-
kat negara yang paling melarat
menjadi negara paling sejahtera,
selebihnya bergantung pada fak-
tor-faktor alami (M. Yahya Hara-
hap, 1997: 148.).

Di dalam kehidupan negara
modern, pengadilan formal hadir
bersama-sama dengan perkem-
bangan masyarakat hukum mo-
dern, yang memegang kekuasaan
kehakiman menurut  konstitusi
negara, uniuk menjadi media pe-
negakan hukum dan  keadilan.
Dengan  demikiun, masyarakat
menempatkan  berbagai  bentuk
mekanisme penyelesaian sengketa
lamnya dalam masyarakat sebagai
alternatif.

Di dalam menjalankan fungsi-
nya, termnyata lembaga peradilan
formal banyak mendapat kritikan
dari  masyarakat. Beberapa kele-
mahan dalam penyelesaian sengkcta
secara litigast di pengadilan Barat
dan Timur sangal merugikan pihak
yang bersengketa, antara lain adalah
memakan  waktu yang lama dari
pengadilan tingkat pertama sampai
tingkal bunding dan kasasi, memakan
biaya yang tinggi, dan mercnggang-
kan hubungan pihak-pihak yang
bersengketa. (Erman Rajagukguk,
2000: 103).

Di sisi lain pengadilan Indonesia
banyak mendapat sorotan karena
dianggap tidak bersih. fsu tentang
terjadinya “mafia peradilan” melanda
peradilan Indonesia di semua jenis
dan tingkat makin menguat. Kondisi
ini tclah menimbulkan dilema, di
mana di satu sist tingkat mtensitas
sengketa menunjukkan kecenderung-
an meningkat dari wakw ke wakm,
sementara it di sisi Jain kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pe-
ngadilan negara yang secara konsti-
tusional memegang hak monopoli
bagi penyelesaian sengketa semakin
menurun,

Sebagai upaya untuk mencari
solusi atas dilema tersebut, di
berbagai negara di dunia termasuk
di Indonesia, telah dikembangkan
suatu model penyelesaian sengke-
ta yang disebut alternative dispure
resolution (ADR). ADR merupa-
kan suatu bentuk penyclesaian
sengketa di luar pengadilan yang
didasarkan pada kesepakatan atau
konsensus di antara para pihak
vang bersengketa, baik tanpa ma-
upun dengan bantuan pihak ketiga
yang netral scbagai penengan
(mediator).

Di dalam masyarakat Indone-
sia, pola penyelesaian sengketa
alternatif ini mempunyai basis
sosial budaya yang masih kuat
hingga saat ini. Di banyak daerah
di Indonesia Kepala Desa atau
Kepala Suku masih dianggap me-
megang kekuasaan tertinggi da-
lam memimpin desa, dan scbagai



kepala suku atau kelompok etnis
ia bertindak sebagai perantara
bahkan pengambil keputusan da-
lam pcrsengketaan antar-rakyat.
Dalam banyak scngketa, orang
lebih suka mengusahakan suat
dialog (musyawarah), dan biasa-
nya minta pihak ketiga, dalam hal
ini Kepala Desa atau Kepala Suku
untuk bertindak sebagai mediator,
konsiliator, atau malahan sebagai
arbitrator (Ali Budiardjo et al,
1999): 94).

Untuk memaksimalkan peran
Kepala Desa sebagai mediator
dalam penyelcsaian sengkcta ma-
syarakat perdesaan (rural commu-
nity), Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang kemudian di-
ganti dengan Undang-undang No-
mor 32 Tahun 2004 tentang Pe-
merintahan Dacrah dalam Pasal
101 huruf ¢ jo. Pasal 16 ayat (1)
Huruf ¢ Keputusan Menter1 Da-
lam Negeri No.64 Tahun 1999
tentang Pedoman Umum Penga-
turan Mengenai Desa, telah mem-
berikan kewenangan kepada Ke-
pala Desa untuk mendamaikan
perselisihan masyarakat di Desa-
nya. Penjelasan pasal tersebut me-
negaskan segala perselisihan yang
telah didamaikan oleh Kepala De-
sa bersifat mengikat pihak-pihak
yang berselisih. Namun kewe-
nangan seperli itu tidak diberikan
kepada Lurah yakni pejabat juga
merupakan perangkat pemerintah-
an di perkotaan yang setingkat
dengan Kepala Desa.
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Hasil penclitian pencliti yang
dilakukan pada masyarakat Batak
Karo di Kota Kabanjahe dan
Brastagi mengungkapkan bahwa
Lurah Sangat berperan dalam
penyelesaian sengketa alternatif.
Hal ini terbukti dari banyaknya
warga masyarakat (Barak Karo)
yang meminta bantuan Kepada
Lurah untuk menyelesatkan seng-
ketanya, dan banyaknya sengketa
yang berhasil diselesaikan dengan
perdamaian di hadapan Lurah
(Runtung, 2002: 248).

Kenyataan terscbut telah me-
nimbulkan keinginan untuk meli-
hat bagaimana peranan Lurah da-
lam penyelesalan sengketa alter-
natif di dacrah lain, khususnya di
Kota Binjai.

PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian di atas ru-

musan permasalahan yang diang-

kat penulis dalam tulisan ini ada-
lah:

A. Apakah warga masyarakat di
Kota Binjai melibatkan Lurah
schagai penengah (mediator)
dalam penyelesaian sengketa?

B. Sengketa-sengketa apakah
yang penyelesaiannya dimo-
honkan oleh warga masyara-
kat kepada Lurah?

C. Bagaimana strategi yang dila-
kukan oleb Lurah untuk me-
maksimalkan hasil penyelesai-
an sengketa alternatif terse-
but?
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D. Kendaia apakah yang dihadapi
Lurah dalam melaksanakan
penvelesaian sengketa alterna-
ut rersebut?

TUMCAN PENELITIAN

Lurah memiliki peranan penting

dalam kehidupan masyarakat. Ma-

syarakat Kerap berharap terhadap

Lurah agar dapat menyclesaikan

sengketa yang terjadi di lingkung-

an masyarakat. Sesuai dengan per-
masalahan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:

A. untuk mengetahui peran Lurah
di Kota Binjai dalam penye-
lesaian sengketa yang terjadi
dalam masyarakat di kelurah-
annya.

B. untuk mengetahui jenis seng-
keta yang penyelesatannya di-
mohonkan olch warga masya-
rakat kepada Lurah,

C. untuk  mengetahui strategi
yang dilakukan oleh Lurah
untuk  memaksimalkan hasil
penyelesaian sengketa alterna-
til tersebut.

D. untuk mendapatkan deskripsi
tentang kendala-kendala yang
dialami oleh Lurah dajam

IV.MANFAAT PENELITIAN

A. Bagi Pemerintah Kota
Binjai

Diharapkan hasil penelitian ini
bermanfaat sebagai suatu bahan
evaluasi untuk menentukan dan
mcrumuskan suatu kebijakan pu-
blik dalam Peraturan Daerah (Per-
da) yang menjadi landasan hukum
bagi Lurah dalam memaksimal-
kan perannya sebagai mediator
sengketa

untuk  mendamaikan
yang terjadi dalam masyarakat.

B. Bagi Masyarakat
Diharapkan hasil

dapinya di luar pengadilan.

V. METODE PENELITIAN
A. Sifat dan metode
pendekatan penelitian
Sifat  penelitian inj

penelitian
bermanfaat bagi masyarakat yakni
agar warga masyarakat memberi-
kaan kcpercayaan kepada Lurah
sebagai mediator guna mencari
penyelesaian sengketa yang diha-

adalah
deskriptif analitis, yaitu penelitian
yang bertujuan untuk mendapat-

kan gambaran tentang peranan
Lurah dalam penyelesaian seng-
Keta warga masyarakat di luar
pengadilan.  Pendekatan yang
digunakannya adalah pendekatan
yuridis empiris, yaitu pendekatan
terhadap fakta hukum yang me-
rupakan pengalaman-pengalaman

mengarahkan para pihak pada
penyelesaian sengketa secary
konsensus.




yang terjadi di lapangan (masya-
rakat).

B. lL.okasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di Kota
Binjai, Prop’insi Sumatera Utara.

C. Populasi dan sampel

penelitian

Populasi penelitian adalah se-
mua Lurah di Kota Binjai. Namun
mengingat banyaknya Lurah di
Kota Binjai, dan keterbatasan
waktu, dan biaya yang terscdia,
maka tidak mungkin dilakukan
penelitian terhadap semua popu-
lasi. Karena itu dalam penelitian
ini diambil 5 (lima) Lurah seba-
gai sampel, yaitu Lurah Tangsi
(Abdullah Riani), Lurah Binjai
(Supendi), Lurah Mencirim (Sam-
pang Tarigan), Lurah Nangka
(Drs.Martal), dan Lurah Ram-
bung Barat (Chairi, SH.). Penarik-
an sampel dilakukan secara
rundom sampling.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam pe-
nelitian ini dilakukan dengan dua
cara, yaitu:
1. penelitian kepustakaan yaitu
penelitian terhadap bahan pus-
taka untuk mengumpulkan da-
ta sckunder.
penelitian lapangan yaitu pe-
nefitian yang dilakukan terha-
dap objek lapangan untuk
mengumpulkan data primer.

]
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E. Alat pengumpulan data
Alat yang digunakan untuk

mengumpulkan  data  penelitian

terdiri atas dua macam, yaitu:

1. studi dokumen, yang diguna-
kan untuk teknik pengumpul-
an data dengan mcnggunakan
penelitian kepustakaan,

2. wawancara  yang  dibantu
dengan pedoman wawancara,
yang digunakan untuk teknik
pengumpulan data melalui pe-
nelitian lapangan.

F. Jalannya penelitian

Untuk mengumpulkan data se-
kunder dilakukan studi dokumen,
yaitu mengumpulkan data dengan
cara mempelajari berbagai bahan
literatur, hasil penelitian, dan per-
aturan perundang-undangan yang
terkait dengan masalah penye-
lesaian sengketa alternatif pada
umumnya, dan khususnya yang
menyangkut peran Lurah sebagai
mediator  dalam  penyelesaian
sengketa alternatif.

(G. Analisis Data

Dalam menganalisis  semua
data yang telah terkumpul, dalam
penelitian ini, peneliti menguna-
kan pendekatan kualitatif, yaitu
suatu cara menguraikan dan men-
jelaskan, serta penarikan kesim-
pulan dari data kualitatif dengan
menggunakan metode penulisan
induktif-deduktif.
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V. TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan cara penyele-
salan sengketa alternatif di Indo-
nesia merupakan hal yang tidak
dapat ditawar-tawar lagi. Menurut
Mas Achmad Santoso paling tidak
terddpat cmpat faktor utama yang
memberikan dasar diperlukannya
pengembangan cara penyelesaian
sengketa alternatif. Pertama, sc-
bagai upaya meningkatkan daya
sumg dalam mengundang pena-
nam modal ke Indonesia. Kepas-
ttan hukum, termasuk ketersedia-
an sistem penyelesaian sengketa
yang cfisien dan reliabel merupa-
kan faktor penting bagi pelaku
ekonomi untuk menanam modal-
nya di Indonesia. Penyelesaian
sengketa aiternatif yang didasar-
kan pada prinsip kemandirian dan
profesionalisme dapat menepis
Keraguan calon investor tentang
keberadaan forum penyelesaian
sengketa yang reliabel (mampu
menjamin rasa keadilan). Kedua,
tuntutan masyarakat terhadap me-
knisme yang efisien dan mampu
memcenuhi rasa keadilan. Ketiga,
upaya untuk mengimbangi pe-
ningkatan daya kritis masyarakat
yang dibarengi dengan tuntutan
berperan serta-aktif dalam proses
pembangunan (termasuk pengam-
bilan keputusan terhadap urusaan-
urusan publik). Hak masyarakat
berperanserta dalam  penetapan
kebijakan publik tersebut menim-
bulkan konsekuensi diperlukan-
nya wadah atau mekanisme pe-

nyelesaian sengketa untuk mewa-
dahi perbedaan pendapat (con-
flichring opinions) yang muncul
dari keperansertaan masyarakat
tersebut.  Keempat, menumbuh-
kan iklim persaingan sehat (peer
pressive) bagi lembaga peradilan.
Kehadiran lembaga-lembaga pe-
nyelesalan sengketa alternatif dan
kuasi pengadilan (rribunal) apa-
bila sifatnya pilihan (opsional),
maka akan terjadi proses seleksi
yang menggambarkan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga penyelesaian scngketa
tertentu.  Kehadiran pembanding
(peer) dalam  bentuk lembaga
penyelesaian sengketa alternatif
ini diharapkan mendorong lem-
baga-lembaga penyelesaian seng-
keta tersebut meningkatkan citra
dan  Kepercayaan  masyarakat.
Kelima, sebagai langkah antisipa-
tif untuk membendung derasnya
arus perkara mengalir ke penga-
dilan (Mas Achamd Santoso,
1999: tanpa nomor halaman).

Melibatkan pihak ketiga yang
netral sebagai pencngah {media-
tor} dalam penyelesaian sengketa
di Tuar pengadilan merupakan fe-
nomena sostal yang sudah dikenal
scjak lama dalam masyarakat, ba-
ik di negara-negara Barat maupun
Timur.

Garry H. Barnes dkk antara
lain menyebutkan bahwa mediasi
adalah proses untuk menyelcsai-
kan sengketa dengan bantuan pi-
hak netral. Peranan pihak netral



adalah  melibatkan  diri  untuk
membantu para pihak, baik secara
pribadi atau kolektif, untuk meng-
identifikasi masalah-masalah yang
dipersengketakan dan untuk me-
ngembangkan proposal. Mediator
tidak mempunyal wewenang un-
(uk memutus setiap sengketa, teta-
pi dapat mengikuti pertemuan-
pertemuan rahasia dan pembahas-
an khusus bersama dengan pihak-
pihak yang bersengketa (Gary H.
Barnes et all, 2000: tanpa nomor
halaman.).

Pendapat lain mengemukakan
bahwa mediast adalah  suatu
proscs di mana pihak netral yang
telah disepakati oleh pihak-pthak
yang bersengketa, bertindak seba-
gai scorang fasilitator bagi kepen-~
tingan negosiasi mereka  dan
membantu mereka mencapai solu-
si yang saling menguntungkan
{(Anonim, 2000: tanpa nomor
halaman).

Dalam masyarakat Indonesia
cara penyelesaian sengketa de-
ngan melibatkan pihak ketiga
yang netral {mediasi) mempunyai
basis sosial yang kuat, baik pada
masyarakat  perdesaan  {rural
community), maupun masyarakat
perkotaan {urban community).

Hudson dalam tulisannya ber-
judul Paju FEpat. mengemukakan
banyak sengketa di daerah peda-
laman Kalimantan yang diselesai-
kan oleh para tua-tua adat (T.O.
Ihromi (Ed), 1993: 17). Di daerah
Toraja di sekitar Rantepao dan
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Ma'kele juga dikenal adanya sua-
tu dewan vang diberi nama Hadat
yang anggota-anggotanya adalah
orang-orang yang dianggap scba-
gai pemimpin dalam suatu desa.
Dewan ini merupakan lembaga
adat asli vang sejak dulu telah
berfungsi  untuk  menyelesaikan
sengketa {T.0. Thromi (Ed), 1993:
17).

Seorang ahli sosiologi hukum
terkemuka Jepang yang bernama
Takeyoshi Kawashima mengata-
kan bahwa *....pada prinsipnya
orang ketiga yang campur tangan
untuk menvelesaikan pertikaian,
si penengah, dianggap orang yang
mempunyai status lebih tinggi da-
ri pada pihak-pihak yang bertikai.
Bilamana orang demikian mengu-
sulkan kondisi untuk perbaikan
hubungan, wibawa dan otoritas-
nya biasanya sudah cukup untuk
mengajak kedua pibak untuk me-
nerima penyclesaian” (Takeyoshi
Kawashima, 1988: 106).

Dengan melihat dari sisi peran
netral yang dimainkan olch pihak
ketiga dalam penyelesalan seng-
keta, Christopher W. Moore mem-
bedakan tiga tipologi mediator
yaitu: socfal network mediator,
authoritative mediator, dan inde-
pendent mediator.

Berdasarkan uraian di atas,
maka keterlibatan Lurah sebagal
penengah  dalam  penyelesaian
sengketa antar warga masyarakat
di luar pengadilan, termasuk da-
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tam tipologi social network me-
diator.

VI.LHASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Peranan Lurah dalam pe-
nyelesaian sengketa alterna-
tit di luar pengadilan
Jika dilihat dari tipologi me-

diator vang dikemukakan oleh

Christopher  W. Moore, maka

kedudukan Lurah dalam penye-

lesaian sengketa alternatif adalah
sebagai social network mediator.

Lurah berperan dalam sebuah

scngketa atas dasar adanya hu-

bungan sosial dengan para pihak
yang bersengketa, yaitu hubungan
antara warga dengan Lurahnya.

Dari lima Lurah vang diwa-
wancaral mengungkapkan bahwa
pada umumnya Lurah selalu dili-
baltkan dalam penyelesaian seng-
keta yang terjadi antar-sesama
warga  Kelurahannya. Biasanya
sengketa-sengketa yang sampai ke
tangan Lurah adalah sengketa
vang gagal diselesaikan di antara
para pihak.

Para Lurah menyatakan cukup
banyak menangani penyelesaian
sengketa  warga masyarakatnya,
Namun pada umumnya para
Lurah tersebut tidak dapat mem-
berikan jumlah yang pasti seng-
keta yang ditanganinya setiap ta-
hun. Drs. Martal, Lurah pada Ke-
lurahan Nangka, Kota Binjai me-

«<»

ngemukakan selama tiga setengah
tahun ia menjadi Lurah di Kelu-
rahan Nangka tidak kurang dari
120 (seratus duapuluh) kasus
sengketa warga masyarakat yang
ditanganinya.

Penunjukan  Lurah  sebagai
medrator tidak dilakukan secara
tcgas oleh para pihak baik secara
sendiri-sendiri.  ataupun  secara
bersama-sama. Biasanya sengketa
itu diajukan kepada Lurah oleh
pihak yang merasa dirugikan, tan-
pa sepengetahuan pihak lawan.
Dengan perthmbangan bahwa Lu-
rah dalam kapasitasnya sebagai
aparat pemerintah mempunyai wi-
bawa dan mampu untuk mem-
pengaruhi pendirian pihak lawan
kearah  penyelesaian  sengkcta
yang adil dan tidak memihak.

Eksistensi Lurah sebagai me-
diator dalam penyelesaian sengke-
ta alternatif ternyata mendapat
respons dari pihak lawan seng-
keta. Hal ini terbukti dari kesedia-
an pihak lawan menghadiri un-
dangan Lurah untuk bermusyawa-
rah guna mencari penyelesaian
sengketa.

Kepercayaan warga masyara-
kat terhadap Lurah untuk menjadi
mediator terbukti dari banyaknya
warga masyarakat yang meminta
bantuan Lurah sebagai mediator
dalam mencari penyelesaian seng-
keta.

Kepercayaan tersebut menca-
kup tiga hal, yaitu: pertama, ke-
percayaan bahwa wibawa Lurah



schagal aparat pemerintahan, se-
cara psikologis akan mampu
mempengarahi pendirian  pihak-
pihak kearah kesepakatan bersama
(konsensus) bagi menyelesatkan
sengketa secara “win-win solu-
tion”; Kedua, kepercayaan bahwa
Lurah akan dapat berlaku adil da-
lam penyelesaian sengketa terse-
but; dan Ketiga, kepercayaan bah-
wa Lurah akan mampu menye-
lesaikan scngketa mereka secara
adil, cepat, dan tanpa harus me-
ngorbankan biaya yang banyak:

B. Jenis Sengketa vang dimo-
honkan penyvelesaiannya ke-
pada Lurah
Jenis sengketa vang penyele-

saiannya dimohonkan olch warga
masvarakat kepada Lurah di Kota
Binjai cukup bervariasi. Jenis
sengketa lersebut mencakup se-
mua bentuk sengketa yang terjadi
dalam masyarakat, baik sengketa
perdata seperti sengketa rumab
tangga antara suami-ister, seng-
keta harta warisan, sengketa hu-
tang piutang, dan sengketa tanah,
maupun sengketa pidana seperti
penganiayaan dan  perkelahian
antar-pemuda.

Drs. Martal mengungkapkan
bahwa di Kelurahan Nangka pada
umumnya, sengketa yang diminta-
kan penyelesaiannya oleh warga
masyarakat kepada Lurah adalah
sengketa keluarga, sengketa tanah,
dan penganiayaan (Wawancara, 2
Maret 2004).
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Sampang Tarigan mengung-
kapkan bahwa di Kelurahan Men-
cirim, sengketa-sengketa vang di-
mohonkan penyelesaiannya oleh
warga masyarakat kepada Lurah.
berupa sengketa perdata. seperti
sengketa kepemilikan/batas-batas
tanah, sengketa hutang piutang.
persclisihan  antara suami-1s{cri,
dan sengketa warisan. Sengketa
yang paling mecnonjol adalah
perselisihan  antara suami dan
isteri. Sementara itu kasus pidana,
yang paling menonjol adalah
kasus perkelahian antar pemuda.
Jika kasus pidana biasanya para
korban terlcbih dahulu melapor-
kannva kepada Polisi (Wawanca-
ra. 2 Maret 2004).

Di Kelurahan Binjai, kasus-
kasus yang menonjol dimohonkan
penyclesaiannya kepada Lurah
adalah pertengkaran antara suami-
isterl. sengketa harta warisan,
perkelahian antar pemuda, dan
pencurian. Kasus pidana, apalagi
jika korbannya WNI keturunan
Tionghoa, biasanya korban tidak
meminta bantuan kepada Lurah,
tetapi mercka langsung melapor
ke Kepolisian.

Jika sengketa suami isteri
yang tidak mungkin didamaikan
lagi, dan masing-masing pihak
sama-sama berkeras untuk berce-
rai, Lurah Binjai selalu menya-
rankan kepada para pihak untuk
menempuh jalur hukum ke penga-
dilan.
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Di Kelurahan Tangsi, kasus
vang menonjol adalah perteng-
karan antar suami-isteri, sengketa
harta warisan, sengketa batas ta-
nah, dan perkelahian antar pe-
muda. Kalau terjadi perkelahian
antar pemuda biasanya langsung
ditangani  olch Polisi, karena
kelurahan ini berdekatan dengan
Kantor Polisi. Koramil dan Kantor
Camat,

Sebclum  menjabat Lurah di
Kelurahan Tangsi, Kota Binjali,
Abdullah Riant menjadi Lurah di
Kelurahan Bundar Sinembah. Di
Kelurahan Bandar Sinembah ia
pcrnah menyelesaikan satu kasus
sengketa  utang  piutang  antara
Hj.Rahmini dan 6 orang anaknya
(ahliwaris almarhum H.Sugiarto)
dengan  krediturnya  (rentenir)
sccara perdamaian (Wawancara, 2
Maret 2004).

C. Strategi Lurah sebagai me-
diator untuk menyelesaikan
sengketa
Masing-masing Lurah di Kota

Binjai ternyata menerapkan stra-

tegl yang berbeda satu sama lain

dalam memaksimalkan hasil pe-
nyelesaian sengketa yang dita-
nganinya.

Sampang  Tarigan, Lurah
Kelurahan Mencirim, mengatakan
bahwa hampir mencapai 90 %
sengketa warga masyarakal yang
ditanganinya berhasil diselesaikan
secara damal. Untuk  memaksi-
malkan hasil penyelesaian seng-

keta melalui mediasi, Sampang
Tarigan  mencrapkan  beberapa
strategi. Salah satu di antaranva
adalah perkenalun dengan pihak-
pihak yang bersengketa (penelu-
suran  interkoneksitas) sebelum
memulal proses mediasi, yang ber
tujuan untuk menanamkan keper-
cayaan pihak-pihak tersebut kepa-
da mediator.

Untuk mengumpuikan infor-
masi mengenai sengketa, Sam-
pang Tarigan menerapkan strategi
pertemuan pribadi secara terpisah
dengan  masing-masing  pihak
(caucusing). Pertimbangan mene-
rapkan teknik  caucusing ini
adalah agar masing-masing pihak
lebih leluasa mengemukakan ke-
luhan dan harapannya atas hasil
penyelesaian sengketa tersebut.

Biasanya setelah penyclesaian
sengketa tersebut tercapai secara
musyawarah mufakat, hubungan
para pihak dapat harmonis kem-
bali. Namun terhadap kasus-kasus
yang gagal diselesaikannya, ia
mengarahkan penyclesaian seng-
Keta itu melalui jalur hukum ke
pengadilan. Namun ada juga yang
menyampaikan kasusnya kepada
Camat sebelum ke Pengadilan.

Chairi, SH, Luvrah Rambung
Baral, juga menerapkan strategi
yang sama dengan  Sampang
Tarigan dalam memediasi kasus-
kasus sengketa warga masya-
rakatnya, yailu dengan menc-
rapkan teknik caucusing. Para
pihak baru dipertemukan dalam



musyawarah bersama  yang  di-
pimpin oleh Lurah sebagai medi-
ator, jika dalam pertcmuan-
pertemuan tertutup telah ada tuk
terang kearah kesepakatan, mau-
pun tidak mungkin tercapai titik
temu (Wawancara, 2 Maret 2004),

Jika tercapai kesepakatan, ha-
sil kescpakatan itu dibuat sccara
tertulis dalam surat perdamaian
yang ditanda tangani olch pihak-
pihak yang bersengketa, dan seba-
gai saksinya adalah Lurah dan
kepala Lingkungan.

Drs. Martal menerapkan stra-
tegi yang berbeda dengan Sam-
pang Tarigan. Drs. Martal tidak
menggunakan strategl caucusing,
karena teknik caucusing itu di-
anggap memperlambat proses pe-
nyelesaian sengketa saja. Martal
mengungkapkan bahwa pada u-
mumnya kasus-kasus sampai ke
tangannya adalah atas pengaduan
dari pihak yang menjadi korban
(yang merasa dirugikan). Setelah
menerima keluhan, Martal segera
mengundang para pihak  yang
bersengketa untuk dipertemukan
langsung pada hari yang sudah
ditentukan. Para pihak diajak ber-
musyawarah bersama dipimpin
oleh Lurah sebagai med:ator.

Dalam perternuan (bermusya-
warah) tersebut tidak ditanyakan
dan dibahas lagi mengenai hal-hal
yang menyebabkan terjadi seng-
keta, karena informasi tersebut
biasanya sudah dipercleh melalui
pengadu dan Kepala Lingkungan.

PERANAN LURAH SEBAGAI MEDIATOR
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Dalam pertemuan iy, Lurah
langsung menanvakan apa yang
menjadi  keinginan pihak-pihak
tentang bentuk penyelesaian seng-
keta tersebut. Cara ini ternyata
cukup efektif untuk menyelesai-
kan sengketa secara musyawarah
mufakat. Hasil kesepakatan para
pihak yang bersengketa dibuat
secara tertulis dalam surat perda-
maian, yang ditandatangani olch
para pihak, dan disaksikan olch
Lurah dan Kepala Lingkungan.
Kadang-kadang dari pihak keluar-
ga para pihak juga diikut sertakan
schagai saksi dalam surat perda-
malan.

Dari pengalamannya mena-
ngani sengketa warga masyarakat,
Drs. Martal mengatakan bahwa
pada umumnya sengketa yang pa-
ling sulit diselcsaikannya adalah
sengketa  orang Batak  Toba.
Namun penulis tidak mendapat-
kan data tentang alasan kesulitan-
nya, karena Lurah tidak dapat
memberikan alasan mengapa sulit
untuk  menyclesaikan  sengketa
orang Batak Toba.

Abdullah Riani, Lurah Kelu-
rahan Tangsi, pada umumnya me-
nerapkan strategi yang sama de-
nean Drs. Martal dalam menyele-
saikan sengketa warga masyara-
katnya, Langkah pertama yang
dilakukannya, setelah mendapat
pengaduan dari salah satu pihak,
Lurah mengundang semua pihak
yang terlibat dalam sengketa dan
Kepala Lingkungannya untuk ha-
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dir di kantor Lurah untuk memu-
syawarahkan penyelesaian seng-
Keta tersebut,

Cara yang ditempuhnya untuk
mengarahkan para pihak menye-
iesaikan sengketa secara musya-
wargh  mufakat adalah dengan
memberian beberapa penjelasan
dan  pandangan, tanpa menekan
salah satu pihak. Kemudian dia-
dakan musyawarah yang benar-
benar, karena MAsing-masing pi-
hak bebas mengeluarkan pendapat
dan kcterangan-keterangannya.

Dalam musyawarah itu yang
diikutsertakan adajah pihak-pihak
yang bersengketa, Kepala Ling-
kungan, Lurah, dan Juga kadang-
kadang keluarga  dari masing-
masing pihak e hadir, Mu-
Syawarah dipimpin olch Lurah
schagai  mediator. Penyelesaian
sengketa benar-benar merupakan
hasil kesepakatan Para pihak, dan
tidak ada pengaruh dari pihak
manapun.

Setiap hasil kesepakatan yang
dicapai dalam penyelesaian seng-
keta dituangkan secara tertulis
dalam suatu  surat perdamaian,
yang dibubuhi meterai. Sura
perdamaian ditandatangani oleh
para prhak, Lurah dan Kepala
Lingkungan sebagai saksi. Setelah
penyelesajan sengketa  secara
damai, pada umumnya pada pihak
hidup rukun dan dama; kembali

Gaya mediasi yang diterapkan
oleh Supendi, Kepala Kelurahan
Binjai juga sama dengan yang

<D

dilakukan oleh Martal, vaitu de-
0gan cara mempertemukan pihak-
pthak  yang bersengketa  secara
langsung dalam suatu permusya-
waratan bersama, yang dipimpin
oleh  Lurah sebagai mediator,
Setiap hasil kesepakatan (konsen-
Sus) yang dicapai sebagai wujud
dari penyelesaian sengketa terse-
but dituangkan secara termulis da-
lam surat perdamaian. yvang ditan-
datangani oleh para pihak, Lurah,
dan Kepala Lingkungan sebagai
saksi (Wawancara, 2 Maret 2004).

Berdasarkan kenyataan terse-
but telah terungkap bahwa gaya
dan strategi yang dilakukan oleh
para Lurah di Kota Binjai sebagai
mediator  dalam menyelesaikan
sengketa warga masyarakat di Juar
pengadilan berbeda sary dengan
yang lain. Ada scbagian Lurah
yang  menerapkan teknik  cqu-
cusing untuk mengumpulkan ber-
bagai informasj yang diperlukan
sebagai bahan untuk men garazhkan
para pihak kepada Kesepakatan,
Namun sebagian Lurah lainnya
tidak menerapkan teknik 1,
melainkan langsung saja memper-
temukan para pihak yang ber-
sengketa dalam suatu musyawarah
bersama  yang dipimpin  oleh
Lurah sebagai mediator. Ada pula
Lurah yang melihatnya secara
kasuistis, di mana pada kasus-
kasus tertenty diterapkan teknik
cducusing, namun pada kasus Jain
tidak. Masing-masing strategi
mempunyai  keunggulan  dan



kelemahan. dan  penerapunnya
sangat berstfat kasuistis.

Lurah schagai mediator tidak
pernah menerapkan ancaman un-
tuk mendorong para pihak kepada
kesepakatan, dan tidak pernah me-
netapkan  statu  putusan  untuk
dipaksakan berlakunya kepada
para pihak. Penyelesaian sengke-
ta yang dicapail benar-benar meru-
pakan hasil kesepakatan dari para
pihak, tanpa adanya tekanan atau
intimidas1 dari Lurah,

Dalam hal tercapai kesepakat-
an (konsensus) antara para pihak,
hasi!  kescpakatan 1tu pada u-
mumnya dibuat secara tertulis,
dalam suatu  surat perdamaian.
Surat perdamaian itu ditanda
tangani oleh para pihak vang
bersengketa, dan juga saksi-saksi,
yaitu Lurah dan Kepala Ling-
kungan.

D. Kendala-kendala yang diha-
dapi Lurah menyelesaikan
sengketa
Kendatipun tingkat keberha-

silan Lurab menyelesaikan seng-

keta melalui proses penyelesaian
sengketa akternatif cukup tinggi,
namun dari pengalaman mena-
ngani  sengketa masih  banyak

dijumpai kendala. Kendala 1

dapat dilthat dari sisi  peraturan

hukum, sumber daya manusia,
dan sisi biaya.

Hingga penclitian ini dihasil-
kan, belum adanya dasar hukum
yang membri kewenangan kepada
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Lurah untuk menyelesaikan seng-
kcta masyarakat. Ini tclah menye-
babkan Lurah tidak maksimal da-
lam menjalankan perannya scba-
gal mediator dalam penyelesaian
sengketa vang terjadi dalam ma-
syarakat.

Dari sis1 sumber dava manu-
sig, Lurah masith sangat minim
memiliki pengetahuan mengenal
teknik-tcknik negosiasi dan medi-
asi modern. Ini mengakibatkan
pada sering kali Lurah tidak mam-
pu melaksanakan perannya seba-
gai mediator. Ketidakmampuan
ini terutama dalam mendiagnosa
dan menganalisis suatu sengketa,
serta menawarkan alternatif pe-
nyelesaian kepada para pihak.

Kendala lainnya yang tidak
kalah pentingnya adalah biaya.
Pemerintah Kota Binjai tidak me-
nyediakan dana anggaran atau
dana taktis bagt Lurah di Kota
Binjai untuk penyelesaian seng-
keta warga masyarakat. Padahal
peran Lurah dalam menyelesaikan
sengketa warga masyarakat di Juar
pengadilan begitu penting. Aki-
batnya Lurah tidak dapat memak-
simaltkan perannya sebagal media-
tor.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian int ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
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Lurah merupakan salah satu
tokoh yang dipercaya oleh
warga masyarakat scbagai me-
diator (penengah) dalam pe-
nyelesaian sengketa alternatif,
Oleh  karena kedudukannya
sebagai Lurah dianggap cukup
mempunyai wibawa dan me-
miliki kemampuan untuk me-
nyelesaikan sengketa, serta
akan bersikap netral dalam
menyelesatkan sengketa terse-
but.

Strategi dan gaya yang dite-
rapkan olch para Lurah seba-
gai mediator dalam  menye-
lesaikan sengketa warga ma-
syarakal sangat bervariasi dan
Kasuwistis. Beberapa Lurah d;
antaranya ada yang menerap-
kan teknik caucusing untuk
setiap kasus, ada yang menc-
rapkan teknik caucusing da-
fam kasus-kasus tertentu saja,
dan ada yang sama sekali
tidak menerapkan teknik cau-
cusing.  Lurah  yang  tidak
menerapkan strategi ini bera-
lasan teknik caucusing me-
nyebabkan proses penyeiesai-
an bertele-tele dan memakan
waktu yang lama.
Sengketa-sengketa yang diaju-
kan oleh warga masyarakat
kepada Lurah kebanyakan
sengketa keperdataan, seperti
pertengkaran  antar  suami-
isteri, sengkcta harta warisan,
sengkela utang-piutang, dan
sengketa tanah. Beberapa di

B.

antaranya ada kasus pidana,
seperti penganiayaan, pencuri-
an, dan perkelahian antar
pemuda.

Kendala-kendala yang diha-
dapi Lurah dalam menyelesai-
Kan sengketa warga masyara-
kat pada umumnya adalah
menyangkut tidak adanya lan-
dasan  hukum bagi Lurah
dalam menyelesaikan sengke-
ta warga masyarakat, lemah-
nya pemahaman Lurah ter-
hadap teknik-teknik mediasi
modern, dan tidak adanya bi-
aya operasional Lurah untuk
menyelesaikan scngketa war-
ga masyarakat.

Saran
Mengingat masih banyak ka-

Sus atau sengketa warga masya-
rakat yang dimintakan penyelesai-
annya kepada Lurah, maka dalam
upaya untuk memaksimalkan pe-
ran Lurzh sebagai mediator bagi
penyelesaian sengketa warga ma-

syarakat di  Juar

pengadilan,

disarankan:

1.

Agar Pemerintzh segera mela-
hirkan peraturan perundang-
undang scbagai landasan hu-
kum yang memberikan kewe-
nangan kepada Lurah untuk
menyelesaikan sengketa war-
ga masyarakat di kelurahan-
nya.

Agar Pemerintah pada umum-
nya, dan khususnya Pemerin-
tah Kota Binjai memfasilitasi



dan menvediakan anggaran
untuk  memberikan peclatthan
singkat tentang teknik-teknik
mediasi modern terhadap para
Lurah di Kota Binjat.

Agar Pemcrintah Kota Binjat
menyediakan dana taktis bagi
Lurah-Lurah untuk menyele-
siikan sengkcta warga masya-
rakat di kelurahannya masing-
masing.
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